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BAB IV 

SEJARAH PERUSAHAAN 

4.1 Profil Kota Dumai 

 Kota Dumai dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 1999 

tanggal  20 April 1999 terdiri dari 3 Kecamatan, yang meliputi Kecamatan Dumai 

Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur. Kemudian 

berdasarkan Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang kampai dan 

Perda Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 tahun 2001 

tentang perubahan Pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan 

Medang kampai yakni Kecamatan Dumai Timur, Dumai Barat, Bukit Kapur, 

Medang Kampai dan Kec. Sungai sembilan. 

 Secara geografis Kota Dumai memiliki posisi yang sangat strategis bagi 

Propinsi Riau yang mempunyai banyak keunggulan komperatif (comperatif 

advantage), ditinjau dari sisi geografis, letak  Kota Dumai berada pada posisi 

antara 1° 23 ’ – 1° 24’ –23 “ Bujur Timur dan 101° 23’ 37” -101°28’ 13” lintang 

Utara dengan luas wilayah ± 2.309 km
2
 berhadapan langsung dengan selat Rupat 

dan selat Melaka yang merupakan salah satu selat terpadat didunia. Disamping itu 

berhadapan langsung dengan 2 negara Malaysia dan Singapura yang terkuat 

ekonominya di Asia, menjanjikan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup 

tinggi  dan nilai tambah yang tinggi. 

 Kota Dumai yang memiliki iklim tropis basah yang dipengaruhi oleh sifat 

iklim laut dengan curah hujan berkisar antara 1.500 - 2.600 mm setiap tahun 
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dengan jumlah hari hujan antara 75 - 130 hari pertahun, merupakan iklim yang 

paling layak untuk semua kegiatan. Kondisi ini didukung pula oleh suhu rata-rata 

26-32 derjat Celsius dengan kelembaban antara 82 - 84  % dan laju kecepatan 

angin berkisar antara 6 - 7 knot, menjadikan Kota Dumai sebagai suatu kawasan 

yang paling bershabat dengan iklim dan cuaca. Selanjutnya terdapat 16 sungai 

besar dan kecil dengan total panjang keseluruhannya 222 Km yang mana kesemua 

sungai bermuara ke Selat Rupat dan Selat Melaka sebagai jalur lalu lintas 

perdagangan. 

4.2 Sejarah Kelurahan Buluh Kasap 

 Secara struktur pemerintahan Indonesia, kelurahan merupakan pelayanan 

yang dekat dengan masyarakat. Secara substantif wujud dari fungsi aparatur 

negara dalam menyelenggarakan tugas – tugas pemerintah baik sebagai abdi 

negara adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara kontinyu, 

implementasi dari fungsi tersebut dapat diharapkan  aparatur kelurahan mampu 

meningkatkan pelayanan sesuai  dengan dinamika dan perkembangan kehidupan 

sosial masyarakat. 

 Kelurahan Buluh Kasap merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di 

Kecamatan Dumai Timur. Kelurahan Buluh Kasap terbentuk pada tanggal 01 

Januari 1981 dengan seorang kepala daerah yang yang sebelumnya disebut 

Penghulu, Kemudian berganti menjadi Lurah. Kepala daerah di kelurahan telah 

berganti sebanyak 7 (Tujuh) kali, berikut penulis paparkan riwayat kepala 

kelurahan Buluh Kasap, yaitu : 
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Tabel 4.1 : Nama Pimpinan dan Masa Jabatan Kep. Kel Buluh Kasap 

NO N A M A 
MASA 

JABATAN 
KETERANGAN 

1 M. AS’AD 1981 - 1996 Pertama 

2 ABDUL JALIL 1996 - 2004 Kedua 

3 MHD. FAUZAN 2004 - 2005 Ketiga 

4 ROZALI ENDANG 2005 - 2006 Keempat 

5 JUNAIDI KURDI, BA 2006 - 2008 Kelima 

6 WILSUBANDI, S.STP 2008 - 2009 Keenam 

7 NURWANSYAH 2009 - 2015 Ketujuh 

8 DWI DHARMA SURYA, SE 2015 - Sekarang Kedelapan 

Sumber Data: Profil Kelurahan Buluh Kasap Tahun 2018 

 Kepemimpinan kepada daerah di kelurahan Buluh Kasap di mulai sejak 

tahun 1981-1996 yg dikepalai oleh Lurah M. As’ad kemudian di lanjutkan dengan 

Abdul Jalil hingga tahun 2004. Kemudian dilanjutkan juga dengan Mhd. Fauzan 

hingga tahun 2005 selanjutnya di pimpin oleh Rozali Endang hingga tahun 2006 

lalu Junaidi Kurdi, BA menggantikan hingga tahun 2008 dan kemudian di 

teruskan oleh Wilsubandi, S.STP hingga Juli 2009 dan diteruskan oleh 

Nurwansyah hingga 2015 kemudian diteruskan oleh Dwi Dharma Suryapada 

tahun 2015 hingga sekarang. 

Batas-batas wilayah kelurahan Buluh Kasap Yaitu : 

Sebelah Utara berbatas dengan Selat Rupat Dumai 

Sebelah Selatan berbatas dengan Kelurahan Teluk Binjai 

Sebelah Timur berbatas dengan Kelurahan Tanjung Palas  

Sebelah Barat berbatas dengan Kelurahan Dumai Kota 

 Kelurahan Buluh Kasap mempunyai luas wilayah sebesar 34,300 

Ha/M
2
. Dengan jumlah penduduk untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada : 
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Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Kelurahan Buluh Kasap 

No JenisKelamin Jumlah 

1 Laki-laki 3788 Jiwa 

2 Perempuan 3763Jiwa 

3 Jumlah Total 7551Jiwa 

4 Jumlah KK 1870 KK 

Sumber : BPS Kelurahan Buluh Kasap Tahun 2018. 

 Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jenis kelamin laki-laki 

sejumlah 3788 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 3763 jiwa dan total 

keseluruhan warga Kelurahan Buluh Kasap berjumlah 7551 Jiwa, dengan total 

Kepala Keluarga berjumlah 1870 KK. 

 Dengan demikian,  salah satu tugas dari Kelurahan adalah memberikan 

pelayanan kepada Masyarakat. Administrasi memegang peranan penting dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Administrasi pemerintah Kelurahan mencakup 

semua kegiatan yang bersumber pada wewenang pemerintah kelurahan yang 

terdiri dari tugas – tugas dan kewajiban, hubungan kerja, serta bertanggung jawab 

yang dilaksanakan berlandaskan peraturan perundang – undangan yang berlaku, 

dengan demikian administrative pemerintahan kelurahan merupakan salah satu 

unsure penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan kelurahan dengan 

Pemerintah Kelurahan sebagai pimpinan dalam melaksanakan tugasnya. 

Dalam Peraturan daerah No. 09 Tahun 2001 tentang organisasi dan tatakerja 

kecamatan dan kelurahan , kemudian diatur lagi dalam surat keputusan Walikota 

Nomor 43 Tahun 2008 tentang fungsi dan uraian tugas organisasi kelurahan yang 

tercantum dalam Bab II pasal 2 menyatakan susunan organisasi kelurahan yang 
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terdiri dari lurah, sekretaris lurah, seksi Pemerintahan, seksi Pemberdayaan 

Masyarakat, seksi Kesejahteraan Sosial dan seksi Ketentramandan Ketertiban. 

Untuk lebih menjelaskan lagi secara terperinci dan terorganisir mengenai fungsi 

dan tugas kepala kelurahan dijelaskan dalam undang – undang nomor 32 tahun 

2004 pasal 127 ayat 3 yang berbunyi    : 

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan 

2. Pemberdayaan masyarakat 

3. Pelayanan masyarakat 

4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum 

 Tugas pemerintahan kelurahan dalam melayani masyarakat yakni 

memberikan berbagai macam surat pengantar untuk berbagai keperluan, seperti :  

1. Pelayanan administrasi kependudukan, yang meliputi pelayanan dalam 

pembuatan Surat Pengantar Kartu Keluarga/KTP, Surat Keterangan 

Pindah, Surat Pengantar Perubahan Biodata, Pengantar Akta 

Kelahiran, Pengantar Akta Kematian, Surat Tanah dan Surat 

Keterangan lainnya. 

2. Pelayanan dalam hal perolehan masalah perizinan yang mana terdiri 

dari surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Surat Izin Tempat 

Usaha (SITU) dan ini bersifat pengantar dari pemerintah Kelurahan 

untuk diteruskan kepemerintah tingkat atas/instansi atas yang terkait.  

 Dan hal yang paling penting dalam memberikan pelayanan ialah pegawai 

kelurahan harus mengetahui tugas, fungsi dan uraian tugas dari masing-masing 
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bidang pekerjaan. Hal ini juga telah diatur dalam peraturan Walikota Dumai 

Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan Dan 

Kelurahan. Yang berisi antara lain Struktur organisasi kelurahan yang dimaksud 

dalam peraturan ini, Yaitu :  

1. Lurah 

2. Sekretariat 

3. Seksi Pemerintahan 

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat 

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban 
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Gambar 4.1 : Struktur Organisasi  
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 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Lurah sebagai pimpinan di Kantor 

Kelurahan Buluh Kasap. Lurah membawahi Sekretaris Lurah dan beberapa Kasi 

Yaitu Kasi Pemerintahan, Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kasi Kesejahteraan 

Sosial dan Kasi Trantib serta Staff Pelaksana Lainnya. Dalam pelaksanaan 

kegiatan pelayanan kepada masyarakat Lurah mempunyai peran dan tanggung 

terhadap pelaksanaan pelayanan yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Dan 

sebagai motivator kepada pegawai untuk menciptakan pelayanan yang lebih baik. 

 


